PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR: 3 TAHUN 2002 |

TENTANG
TATA CARAPEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Mormbang o ac bahwva dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 hun
1999 tentang Pemerintahan Dacrah, Undang-undang v ymor
23 Tohun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banter dan
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancanganan  Undang-undang,  Rancangan  Pera.uran
Pemerintat, dan Rancangan Keputusan Presiden  <alam
ranglka menjamin Kepastian Flukum, Keadilan, Peninglaatan
Profesionalisme,  Akuntabilitas  dan Transparanst  dalam
Penvusunan dan Pembuatan Produk Flukuamy di Daoral,

b, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huras a o alas,
b )
dipandang perlu menetapkan Peraturan Dacraly T'0 Hinsi
Banten  tentangr Tata Cara Pembentukan  don Toknik
Penyvusunan Peraturan Daerah,

Mengingat o1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, wiatang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahuit 1999 7 mor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang  Nomor 28  Tahun 1999 tintang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, olusi
darn Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nonov 75,
Tamovahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemben 1kan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo: 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahan 2000 e ang
IKewenangan Penierintah dan Kewenangan Propinst agal
Dacrah Olonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Non - 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

S Keputusan Presiden Nomor 44 Tahue 1999 Tentang
Penvusunan Pevatwran Perundang-undangan Gt onluk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Por raran
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:



NMonel phan

Y.

Kepatusan Menteri Dalam Negeri dan Otenomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Peoyusiran dan
Materi Muatan Produk-produk Flulcum Dacrah

Keputusan Menteri Dalam Neperi dan Otonomy Dacrah
Nomor 22 Tahun 2001 tenlang  Bentulk Droduk Flukum
Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunar. Produk
[Hakum Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 24 Talwun 2001 tentang Lombaran Dacrah da Berita
Dacrah.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT

PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DALERAL PROPINSIBANTEN TENTANG TATA
CARA - PEMBENTUKAN  DAN  TEKNIK  PENYUZIINAN
PERATURAN DAERATI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dadam Peraturvan Daerah ing, yang dimaland dengan

2
2

acrah adalah Propinsi Banten;

Pemerintah Dacrah adalah Gubernur, beserta Perangkat Dacrah Glonom yang

L sebagar Badan Gksekutif Dacrah Propinsi Banten;

Vo Gubernur adalah Gubernure Banten;

1o Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutava discbut DURD adalah

Badan Teeistatit Daeraly Propinsi Banten;

oo bekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinst Banten;

O Uit Kerja adalalhy Unit Kerja yang membidangi Hukum dan Perur lang-
tundangan di Sekretariat Daerah Propinsi Banten;

Sebretaris Dacrah adaloh Sekretaris Dacrah Propinst Banten;

S Peronphat Dacrah adalal Sckeetariat Dacrah, Dinas Dacrah dan

Feooapa

Fekinis Dacrah fnimnya sesuai dengan kebutuhan Daerah,

Yo Dinas/tembaea teknis Dacrah adalab Dinas/Lembaga Telns Dacvoh Prooins:

Banten,

[



L. Rancang we Peraturan Daerah yang selanjutnya cisingkat Raperda «dalah
Rancangan Peraturan Dacrah Propinsi Banten;

FE Perataran Dacrah adalah Peraturan Daevah Propinst Banten tentang; Ta Cara
Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Dacrah;

Foo bembaran Dacrahadatah Lembaran Daerah Propinsi Banten;

L ancangan Akademik adatab hasil kajian ilniah yang disusun oleh Perrnglat
Dacralt vang  dalom pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Pergriuan
Linggil atau pihak lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyucinan
peraturan perundang-u ndangzm,’

P Time Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bortagas
memberikan asistensi dalam pembahasan Raperda merjadi Peraturan Da -ah;

Pomrakarsa acdalah Pemng;kat Dacrah.

BADB I
TAUAL PERSIAPAN

Bagian Pertama

Prakarsa Perda
Pasal 2

Raper-da dizjukan oleh Gubernur dan atau atas inisictif DPRD.
Bagian Kedua
Prakarsa Gubernur

Pasal 3

(1) Raperda yang, diajukan oleh Gubernur sebagaimana  dimaxsud Pas © 2
Pevaturan Dacrah ini, pemrakarsanya adalah Perangkat Dacrih sesuai bl iang
fupasnya,

Pemrakarsa sebapaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib diminti<an
persetujuan terlebih dahutu kepada Gubernur dengan menyertakan panjelesan
selengkapoya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi:

alatar belakang dan tujuan peayusunan;

b saseran yang ingin diwt judkan;

. pokok-pokok pikiran, Jingkup atau obyck yang akan chatur;

djangkauan dan arah pengaturan.

I"asal 4
(0 Datom rangka pengharmonisan, pembulatan  dan pemantapan  <ontc psi

Foaperda yany berasal dart Sckretariat Dacrah, dapat dikoordinasikan deng an
CTda yang, :

D emibapn Tekonis Dacrab

1

wren adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah, maka da’m

o bk pemra
G )wm*lw.n‘nmn'\ﬁ,m, ]menlntnn dan pemantapan konsepst yang aran
' " ! ) )

. . . / . o le v PR sos
Qetaneban dalam Raperda, Pimpinan Dinoas/ Lembapa Telknis Dacrah weyih

( | 1 S 5 . Tyt Covr
el onen ek an terfelih dahuln konsepsi tersebut dengan Unit Ko



Bagian Ketiga
Penyusunan Rancanpan Akademik

Masal 5

N

Lo Pemrakarsa dapat terlebih datiala menyusun Rancanpan Akaderik ricngenai
aperda yang akan diusulkar,

I Y v gas . . .. 1 - o N - -

SO Penyosunan Rancangan Akademik dilakuakan oleh Pemirakarsa bersam a-sama
dergran Unit Kerja dan pelaksanaanaya dapat mengikut sertakan Pery uruan
Finggiatau pihak fainnya yang mempunyai keahlian untuk itu,

€

2 RN T . <] o . h ;
(1) Dala hal Raperda tersebut memerlukan Rancangan Akademik sebag iimana

dinaksud ayat (1) Pasal ini dijadikan  bahan pembahasan  dalam rapat
lonsulitasi.

Pasal 6

Canbernur menugaskan Unit Kerja untuk secara fungsional bertindak < bagai
penyelenggara rapat konsultasi yang bersifat permanen.

Bagian Keempat

Pemantapan Konsepsi
Pasal 7

Upaya  pengharmonisan,  pembulatan  dan pemantapan  konseps,  Raoerda
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daeran ini, diarahkar pada
priwijidan keselarasan lonsepsi tersebut dengan ideologi negari, keb akan
nastonal, aspirasi masyarakat, nilai moral dan agama, norma-norm:» adat serta
peraluran perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi vang
Alan diatir dalam Raperda.

Pasal 8

(1) Apabila pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi tidak :apat
dihasilkan dalam rapat konsultasi, Pemrakarsa melaporkann—a  divertai
penjelasan mengenai perbedaan  pendapat kepada  Guberrur  atuk
mendapatikan Keputusan;

Keputusan yang diberikan oleh Gubernur dalamy masalah sclagar ane
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sekaligus merupakan Keputusar dise ujul
atau tidaknya terhadap prakarsa penyusunan Raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmoenisan, kebulatan dan kemantapan koneopsi,
Pemmalarsa secara resmi . mengajukan  permintaan persetujuan prai arsa
penvusunan Raperda kepada Gubernur dengan memperhetikan  iketer uan

Chagaimona dimaksud datam Pasal 3 avat (2) Peraturan Dacrah i,

Pasal 10
Cersetupuan Gubornur terhadap prokarsa penyusunan Raperda diberitahr kan
Ccara tertulis ofch Sekretaris Dacrah kepada penirakarsa



BADB I
TAHAP PERANCANGAN
Bagian Pertama
Pembentulkkan Tim Asistensi
Pasal 11
) Berdasarkan perselujuan prakarsa scbagaimana dimaksud dalam Pasal € fan
Pasal 9 Peraturan Daerah ini Gubernur membentuk Tim Asistensi,

(2) Permintaan keanggotaan Tim Asistensi scbagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
pasalind, - difakukan langsung oleh Sekrelaris Daerah kepada Pinpivan
Peranelkat Dacrah terkait dengan materi yang diatur, dalam sakty 7 (tujuly)
hart kerja setelah diterimanya Surat Sekretaris Dacrah mengenat persely; an
perakarsa

~Z

Permintaan keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
pasal it disertai salinan usul prakarsa yang telah memperoleli persetujLan
Gubernur, konsepsi yang kan dituangkan dalam Raperda tersebut dan hal l.al
lain yang dapat member) gambaran mengenai materi yang akan diatur.,

(1) Pimpinan  Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini,
menupaskan slafnya yang membidangi hukum dan perundang-undangan enli
hukuminya dan atau pejabat senior di lingkungannya, yang secara teluis
menguasai permasalahan yang akan diatur dalam Raperda,

(0) Penyampaian nama personil sebagaimana dimaksud ayat (4) pesal i,
dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimcan
sural permirtaan.

(h) Keputusan pembentukkan Tim Asistensi ditetapkan paling lambat 21 (¢ 1a
puluh satu) hari kerja scjak tanggal diterimanya surat Sekretaris Dac .h
menpenai pemberitahuan persetujuan pemrakarsa

Pasal 12
[Lepala unit kerja secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Tim Asistensi,
Pasal 13

(1) Tim Asistenst menilikberatkan pembahasan pada permasalahan/materi yorg
bersifal prinsip seperti kelengkapan obyek yang akan diatur, jangkauan dan
arah pengaturan,

(2} Kepiatan perancangan secara teknis dilakukan oleh unit keyja.

() Hastl perumusan scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, selaqjutia
dhiampaikan kepada Tim Asistens: untuk  diteliti kesesuaiannya Jeng n

prinsip-prnsip vang telah disepalkat.
Pasal 14

Chy Ketua Time Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan pensisun o
Raperdo dan permasalahan yang dibhadapt kepada Gubernur.

C b Asislenst o menyampaikan hasil perumusan akbir Rapoerde wepeaa

o b,

Coabornoy denpan disertal penjelasan

Al



Bagian KKedua
onsultasi Raperda
Pasal 15
(1) Raperda sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dacrah ir: apabila

divandany perlu-dapat dikonsultasikan kepada Departemen Dalar Negeri,

Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Negara Otonomi
Dacraly; 7

(2) Khusus untuk Raperda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daer. periu
dikonsultasikan pula kepada Menteri Keuangan.
Bagian IKetiga
Persetujuan Raperda
Pasal 16

Apabila Raperda tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sckretaris Daerafw
mengajukan Raperda tersebut kepada Gubernur.

Pasal 17

Sekretaris Dacrah melaporkan Raperda Sebagaimana dimaksud da’am Tasal 16
Peraturan Dacrah ini, kepada Gubernur dan sekaligus mempersapkan Nota
Penyampaian Gubernur yang telah disempurnaken kepada Punpinar DR

Pasal 18

(1) Persetujuan  penyusunan  Raperda  juga  merupakan  perseujuai: bagi
penyusunan Rancangan  Keputusan Gubernur yang  diperlukan sebagai
peraturan pelaksananya.

(2) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) - sal ini
disclesaikan paling lambat satu tahun setelah pengundangan Prraturan
Dacrah yang bersangkutan.

Bagian I(eempat
Prakarsa DPRD
Pasal 19
Dalam hal inisiatif berasal dari DPRD, maka proses pcngﬁjuan Raperda m:ngacu
pada Peraturan” ata Tertib DPRD.
BAB IV
TAHAP PEMBAHASAN
Bagian Pertama
Penyampaian Raperda
Pasal 20

Dalam Nota Penyampaian Gubernur sebagaimana dimaksud [Pasal 17 Poraturan
Dacrah i, ditegaskan hal-hal yang dianggap perfu antara lain:

2 latar belakang dan tujuan Penyusunan Raperda;

boosifal penvelesaian Raperda yang dikehendaki.

6



Bagian Kedua
Proses Pembahasan

Pasal 21

I

(1 Dalame Pembahsan Raperda di DPRD mengacu pada Peraturan Tal tertib
RINNE

() Dalam pembahasan Raperda di DIPRD, sohngammna dimalksud pade ayat (1)
pasal i, pejabat yang  ditugast  untuk mewakili - Gube rnu wajib
meyampaitkan laporan pcl'k(tmbang,im pebahasan Raperda tersebut cpada
Cabernur '

Bagian IKetiga
Proses Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD oleh I'asekut
Pasal 22

Waperda vang berasal dart DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara
Lertulis kepada Gubernur, selanjutnya Sckrelaris Daerah menugaskan Ur .t kerja
unlike mengkoordinasikan pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk Ceoernur
mengenai Raperda yang bersangkutan dengan Perangkat Dacrah lainnya yang
terkait,

PPasal 23

(1) Unit kerja yang ditugasi mengkoordinasikan pembahasan Raperda sece ratnya
membentuk Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pe aturan
Dacrah i, untuk membahas dan menyiapkan pendapat, pectimbang, serta
saran penyempurnaan yang diperlukan.

(2) Tim Asistensi menyelesaikan tugas selambat-Jambatnya 21 (dua pulu’y satu)
hari kevja terhitung sejak tanggal pembentukannya, dan menyampaikan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Unit Kerja yang mengkoordinasikar pembahsan
Raperda tersebut,

(3) Tim Asistensi bertugas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan . asal 14
Peraturan Dacrah ini, membantu Pejabat yang mewakili Gubornur dalam
pembahasan Raperda tersebut di DPRD.

Pasal 24

Uinit kerjo yang ditugasi untuk  mengkoordinasikan  pembahasan e perda
berkewajiban Menyampaikan Raperda hasil pembahasan tim Asistensi - cbagai
mana  dimaksud Pasal 23 Peraturan Dacrah ini dengan disertai ~eo fapat,
pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan tin Asistens <epada
Porangkat Dacvah fainnya yang, terkait,
Pasal 25
(1) Cubornue menyvampaikan kembali Raperda hasil kajian Tiny Asistensy cepada
DPRD deapan Nota penyampaian Gubernur yang berisikan penerimaai. untuk
membahas lebih lanjut Raperda atau perlu dilakukannya penvem rirnaan

chsertar alasan-alasannya.

-1



(2) Dalamy hal menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut <alaii. Nota
penyampaian yang disampaikan Gubernur atau yang mewakilinva sekaligus
disebutkan pejabat yang mewakilinya dalam pembahasan Raperde dimaksud.

BABV
TAUAP PENETAPAN
Pasal 26
(1) Persetujuan Raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(2) Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Kepuiiisan 1/PRD,
Rancangan Peraturan Dacrah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Taerah
dan ditandatangani oleh Gubernur serta dibubulii Cap Jabatan.

BAB VI
TAHAP PENGUNDANGAN DAN FENGUMUMAN
Pasal 27

Peraturan Dacrah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan scbage.mana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) eksc aplar

discrahkan kepada Sekretaris Daerah untuk :

Ao dinndaongkan dalam Lembaran Dacrah sckambat-lambatnya 7 (tujul v hari
sctelah Porda ditetapkan;

b dikirim kepada Pemerintah paling lambat 15 hari setelah tanggal pen»iapan
disertai dengan risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 28

Setiap pengundangan produk hukum Daerah dalam Lembaran Daeral \liberi
Nomor scri terlentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.

—
~—

Penutisan nomor seri sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditilis ¢ buku

—
N2
~

ﬂz;(‘lldil P(‘Ilz’)ll I']d(lﬂgfﬂl

(3) Nowor Seri untuk Lembe ran Dacrah adalah sebagai berikut :

Seri A ; untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Brlanja
Daeraly

Seri B untuk Peraturan Dacrah tentang Pajak Daerakhy;

Seri C ¢ untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daeraly;

Seri D+ untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;

Seri 11+ untuk Peraturan Daerah yang mengatur Peraturan Dacral elain

huruf A sampai dengan huruf D.
Pasal 29

(1) Pejebat vang berwenang mengundangkan Peraturan Dacrah dan Kepitusan
Kopala Dacral yang bersifal mengatur yailu Sekretaris Daeraly,

{2y Pojabat yang berwenang, mengumumkan Peraturan Daerah, ieputusan k -pala
Dacral, Kepulusan Bersama dan Keputusan Kepala Dacrah tertentu yaitu

Kv]ml;w Faro T hukum.



Pasal 30

(1) Pengunmuman Keputusan Bersama dicantumkan dalam Berita Daerah Sevi F

(2) Pengumuman Keputusan Kepala Daerah tertentu dicantumkan dalan Berita
Daerah Seri G.

Pasal 31

(1) Tata Cara Pembualan Lembaran Daerah adalah sebagai berilkul :

a. Pada bagian atas ditulis dengan hurufl kapital LEMBARAN DAERAH
PROPINSI BANTEN;

G Dibawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah;

¢. Scbelah kiri dibawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran
Daerah kemudian ditengah-tengah dicantumkan tahun pengundar.an dan
disebelah  kananya dicantumkan Seri dari Lembaran Daereh yang
bersagkutan dan di bawahnya diberi Garis Tebal;

d. 2 spasi setelah garis dimaksud huruf ¢ ayat ini dimwuat secara ler« kap isi
produk hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan “ap dan
tanda tangan Gubernur diganti dengan sebutan ttd;

¢. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf d ayat ini, dicantumkan
kalimat diundangkan di Ibukota Propinsi, par_la tanggal....;

{ Discbelaiv bawah dicatumkan kata-kata Sekretaris Dac-ah  lengan
mencantumkan nama lengkap, Pangkat dan NIP serta ruang tands tangan
diisi dengan sebutan td.

() Bentuke Tembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam lampivan iruf D
anpka Sa dan Shomerupakan bagian yang tidak terpisahkan devi P'oaturan
Dacyaly mi

Pasal 32

«
N

Pemrakarsa berkewajiban secepatnya menyebar luaskan jiwa, scmansat dan
substansi Peraturan Dacerah tersebut kepada masyarakat.
(2) kepatan menyebarluaskan pemahaman sebagaimana dimaksod dain 1 Ayat
(1) pasal ini dilakukan secara bersama-sama dengan Unit Kerja.
BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN
Pasal 33

Teknik Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lompiran,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BADB VIII
KITENTUAN PENUTUDP
"asal 34

Flal bat vane belum cukeap diatuo dalam Peraturan Daeralvint sepanjang i cngenai
feknis pelakasanaannya, ab an diatar denpan Keputusan Gubernur.

Y



Pasal 35
Peraturan Dacrah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangar Pera’ iran
Dacrah int dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal 215 2opril 2000
GUBERNUR BANTEN
ttd

H.D. MUNANDAR
Diundangkan di : Serang
pada tanggal 22 April 2002
SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda

NIP. 010 096 099

ILEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTENTANUN 2002 NOVIOR !
SERL: E



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN
NOMOR: 3 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARAPEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH

RENRERNY

Diatam ranpka mewyjadkan kemandirian Dacraly, kepada Pemerint.ah
1Y | Ny ' - T . ey . P I N N
Dacralidiborikan tanggung jawal yang besar dalam hal pengaturan di bida' g
Al . 4
Peratwran Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan d - n
Peinbangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.. Fal ini diwujudicn
dengan kebijakan  yang  mendasar, yaitu bahwa Peraturan Daecralt ¢in
Keputusan Gubernur (yang  bersifat mengatur) tidak lagi memerluc n
pengesahan dari Pemerintah Pusat,

Untuk menghindari terjadinya permasalaban  substantif yang ak-n
mengakibatkan  terhambatnya penyelenggaraan  Pemerintah  Daercly,
Pemerintab Dacrah dituntut agar mempersiapkan Peraturan Daeralv 1 n
menyusunnya dengan cermat serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pei'u
disadari scjak awal, apabila terjadi pembatalan Peraturan Daerah maka ak- a
memakan waldu yang lama, karena jika Pemerintah Daerah merasa keberate n
atas pembatalan tersebut, harus mengajukan kepada Mahkamah Agun .
Untuk mengantisipasi hal seperti ini, maka dalam penyusunan mate-i
Peraturan Daerah seyogyanya dilakukan pengkajian yang cermal seca:a
menyeluruh, vined dan dalam pengertian kualitalif secara tuntas. Untuk .'u
scbelumy matent Peraturan Raerah tersebut  dibahas  dengan  DPRD,
kemampuan perancang, Produk  Dacrah benar-benar harus mah.r dan
professional dalam hal legal drafting. Dengan demikian pembentukk.in
Koeputusan Gubernur sebagal pelaksanaan Peraturan Daeral, juga tidak akan
menyimpang dan bahkan bertentangan.

Guna o penpawasan  dan menilai sejauhmana  pelaksanaar  -oca
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah di n Keputussa
Gubernur memerlukan evaluasi, apakah materi produk hukum  daerh
tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Peruadan 2-
vncangan yang lebih tnggl atau Peraturan Perundang-undangan yany,
liinnya. Denpan pengertian ini kemandirian Dacrah dinilai apakah bera;-
benar memenuhi jiwa dan semangat yang dianut Undang-Undang Nomor 72
Tohun 1999,

Sclain terdapatnya hal yang baru dalam Peraturan Dacrah ini, malka
terhadap usul prakarsa Pemerintah Daerah maupun DPRD harus diimban:i
dengan kemampuan melakukan pengkajian dan pembahasan dalam rangkn
pemantapan  teknis  legalistik,  sinkronisasi  materi  dan  pengembange i

operas ovalnya



Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebuixan
bahwa DIPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain “bersata der yan
Cubernur,  Bupatt dan atau Walikota membventuk Peraturan Dawdl’h"
dengan demikian kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
Deoorals dapal membentuk Peraturan Daeral, tetapi dilain pihak . RD
mempunyai hak untuk mengadakan perubahan baik materi maupun to-nik
penyusunan Pevaturan Perundang-undangan.

Delam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 teriing
Pemerintahan Dacrah menetapkan bahwa “Kepala Daerah menetancan
Peratiran Dacrahe atas persctujuan DPRD dalam penyelenggaraan Otoaomi
Dacrah dan penjabaran febilv lanjul dari Peraturan Perundang-undangan vang
[

febih ting g

Sedanplkan Pasal 113 menyatakan “Dajam rangka pengawasan Peral »ran
Dacrah dan Keputusan Kepala Dacrah disampaikan kepada Pemeri.: ah
selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan”.

Kedaa pasal terscbut saling terkait dimana sebagai Daeralr Otorom
mempunyai kewenangan mengeluarkan Peraturan Daerah dan ticak perlu
dimintakan pengesahan terlebih dahulu oleh Pemerintah Puszt hal ini
merupakan suatu perbedaan yang sangat mendasar. dibandingkan desyan
Undang-Uncanp Nomor 5 Tahun 1974,

Tata Cara, prosedur dan mekanisme penyusunan Veraturare Da rah
schelumnya berpedoman pada Kepulusan Menteri Dalam Megeri Mome 84
Tahun 1993 teatang Bentuk Peraturan Daerah dan Poraturas D1 rah
Perubahan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
tentang, Pengundangan Peraturan Dacrah dan atau Keputusan Kepe:a [Ca rah
lewat Tenggang, Waktu Pengesahan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199¢ lan
Keputusan  Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata «.ara
Mempersiapkan  Rancangan  Undang-Undang  serta Keputusan Pres.den
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perund.ng-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraltran
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, sesuai Pasal 2 Keput. san
Prosiden Nomor 44 Tahun 1999, bahwa penyusunan peraturan perundong-
andangan berlaku untuk Tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu
menetapkan  Peraturan Daerah Propinsi Banten lentang Tata  _ara
Pembentikan dan Teknis Ponyusunan Peraturan Dacrah.

PASAT DEMIEPASAL

Pasal | ©Jstilah-istilalh yang dirumuskan - dalam pasal  ini
dimaksudkan agar terdapat kescragaman pengertian ate s 151
Peraturan Dacvraly ini, schingga dapat menphind i <an
kesalahpahaman dalam penafsivannya.

Pasal 2add 1/ 0 cukuep jelas
Pasal 18
ayat (1) . Penyusiinan Rancangan  Keputusan Gubernur  setapal

™

peraturan pelaksanaan dapat dipersiapkar sejak Dot aran
Dacrah diundangkan,



ayat (2)
Pasal 19
"asal 20
harul a

huruf |

[asal 21 sl 24
Pasal 25

ayal (1)

ayal (2)
Pasal 26

Pasal 27

ol 28 5 . 3
Pasal 32
aval (1)

Ayl \W

U

236l 35

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

Yang dimaksud dengan sifat penyelesaian Raperda v ng
dikehendaki menyangkut penanganan Raperda denzan
skala priovitas.

cukup jelas

Yang dimaksud Nota penyampaian Gubernur pecihal

“perlu - dilakukannya  penyempurnaan”, yaitu  be'im

terpenuhinya syarat formal atau material.

cukup jelas

cukup jelas

- Pembuatan 6 (cnam) cksemplar  Peraturan Do :ah
dimaksudkan  sebagai  bahan  dokumen  une ik
disarnpaikan kepada

(O8]

1. Departemen Dalam Negeri dan Departemen terks
(tiga) cksemplar.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 1 (satn) ckeomp v

3. Penmwakarsa 1 (satu) cksemplar.

4. Bivo Hukum 1 (satu) eksemplar.

- Yang dmaksud  Pemerintah  adalah = sebapaimaia
dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tal in
1999 tentang  Pemerintahan  Daerah, yaitu  'resicn
beserta para Menterl.

culkup jelas

cukup jelas

- Dalam penycebarluasan Pevaturan Dacrah, permralkaa
dan Unit Kerja dapal mengikutsertakan
Lembaga/Qrganisasi baik formal maupun non forr o
yang terkait.
Teknik penyebarluasan ditakukan melalui cara

- Pemanfaatan media massa baik cetak maupun eleiitror: <
Pelatihan aparal pelaksana dan

- Penyuluhan langsung kepada masyarakat

cukup jelas.

L




LAMPIRAN . PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR
TANCGAL
TENTANG . TATA  CARA  PEMBENTUKAN DA

TEKNIK - PENYUSUNAN  PERATURA
DALRAT

THKNIC PENYUSUNAN PERATURAN DALRAL

ORERANGKA PERATURAN DALRAT
Kerangka Peraturan Daerah terdivi atas
A Judul;
P Pombukaan;
O Batang Tubuhy;
[ Penutup;
P Penjelasan,
[ Tampiran (bila diperiukan).

AL Judul

1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.

2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai : jenis, nomc:,
talun pengundangan, dan tentang (nama) Peraturan Daeral.

3. Tentang (nama) Peraturan Daerah  dibuat secara singlkat dan
mencerminkan isi Peraturan Daerah.

4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan .l
tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:

PERATURAN DAERAIT PROPINST BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJTAN KENDARAAN BERMOTOR

5 Pada nama peraturan perundang-undangan daeralhh  Perubal.n
ditambahkan frasa PERUBAHAN ATAS didepan judul peraturan

pertndang-undangan yang di ubah.
Contoh |
PERATURAN DAERAR PROPINST BANTEN
NOMOR : 6 TAFIUN 20071
TENTANG
TRUBAL l/\ N ATAS PERATURAN DATRATT NOMOR ¢

FA “N 2000 TENTANG RETRIBUST L \’(l TEAN I ENDATR AN
BERMOTOR




/ o gy Ay - N cot : : s .
6. Bagi Peraturan Dacrah yang telah diubal lebih dari sekali, diaatara

kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisip<an bilangan tingka! -ang
menunjulkan tingkat,

Contoh
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR: ... TAHUN (...
TENTANG
PERUBATIAN KEDUA ATAS PERATURAN DALRAH
NOMOR...... TAHUN....... TENTANG......

/. Jika Peraturan Daerah yang  diubah mempunyai nania singkat,
Peraturan Dacrah dapat menggunkan judul singkal Peratuwian Doerah
vang, diubah.

Contolr -
PERATURAN DALRALL PROPINSI BANTEN
NOMOR.... TAUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAT NOMOT «

TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUS] PENGUJTAN
KENDARAAN BERMOTOR

§, Pada nama Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata

PENCABUTAN di depan judul Peraturan Daerah yang dicebut.
Contoh:
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAIT NOMOR 10 1/ AUN
1993 TENTANG UANG LEGES

B Pembukaan

| Pembukaan Peraturan Daeralh memuat
2 Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan Daera's
o Konsiderans;
¢ Dasar [Flukum;

NMomituskan;

o Menetaplan,

[ Nama peraturan perundang-undangan Daerah,

Cada pembukaan Peraturan Dacrah  sebelum  narma  obatan
pembentule Peraturan Dacrah,  dicantumkan  [rasa DINVGAN
b

PATIMAT TUFAN YANS MATIA ESA vang diletakion di tengah

marin



Jla.

i3.1.b.

B.1.c.
B.lecl.
B.ic2

Jabatan pembentuk Peraturan Dacrah.

Jabatan pembentuk Peraturan Daeralh cituli

woouruhnya

3
dengan huruf kapital yang diletakan di tengah momin dan

cialhiri dengan koma ()

Konsiderans

a)
b)

]
~

Konsiderans diawali dengan kata Menimbeng,.
Konsiderans memuat uraian singlat menger.s pokok-
pokak pikiran yang menjadi latar belakeng un alasan
pembuaatan Peraturan Daerah.
Pokok-pokok  pikitan  pada  konsiderans 1'zraturan
Dacrah memuat  unsur-unsur  filosofis, yurt lis  dan
sosiologis yang menjadi fatar belakang, pembualt. wnya.
Jokok-pokole pikiran yang hanya menyataka: bahwa
Peraturan Daerah dianggap pevdu untuk dibua  adalah
kurang tepat karena tidak mencerminkan tenta g latar
belakang  dan alasan  dibuatnya  Peraturan  Dacrah
tersebut,
Jika konsiderans memuat lebil dari satu pokol- pikiran,
tiap-tiap  pokok pikiran yang dirumuskan  dalam
rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan penyertian.
Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf al -ad, dan
di rumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan
kata bahwa dan diakhirt dengan tanda baca titik *oma ().
Contoh :
Menimbang : a. bahwa ...
b, Lahwa......... ;
¢. bahwa........ ;
pka konsiderans memuat lelih pertimmbanoan, 1 musan
butir = pertimbangan, rumusan  butir  pertimbangan
teralkhir berbunyi sebagai berikut

Contoh untuk Peraturan Daeral :

c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebapaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu meiibentuk
Peraturan Daerah tentang ..........

Dasar Hukum

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pe.rbuatan
peraturan perundang-undangan.

Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-ualangan

yang memcrintahkan pembuatan  peraturan  perundang-

undangan.

Peraturan perundang-undangan yang  digunakan secbaga  dasar
hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya

sama atau lebih ting et
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Peraturan pe undang-undangan yang akan dibuat dengar. peraturan
perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditete pkan} atau
p(:lmlurmw perundang-undangan yang sudah diundarkan 1 tapi
belum resn berlaku, tidak dicantumbkan sebagai dasar hukum.

Jika jumlale peratuwran perundang-undangan yang dijadikan dasar
biikum debilv davi satu, trutan pencantuman perlu merperh vikan
lata arutan hirarki peraturan perundang-undangan yang dius ikan

sccara kronologis berdasarkan saat-saal pengeluarannya

Ketetapan: Majelis Permusyawaratan Rakyat ( Tap MPR ) tidak
digunakan scbagai dasar hukum, kecuali jika sccara kron logis
berdasarkan saat-saat pengeluarannya.

fudul peraturan perundang-undangan dari zarman Hindia boanda
atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sempai
denpgan tanggral 27 Desember 1949 yang digunakan schagai dasar
hudaam, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Ind nesia
dan kemudian judul asli bahasa Belanda, dan dilengkepi cdengan
tahiun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di artara tanda
baca kurung (... ).

Contoit
1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( Wetbco < van
Koophande!, Staatsblad 1847: 23 ),

Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 di atas,
berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan
yang berasal dari zaman IHindia Belanda atau yang dikeluarkon oleh
Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Descmber
1949

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perurdang-
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan anglka Arab 1,2, » dan
scterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma ().
Contoly:

Mengingat: T ;

BTd  Memutuskan
1) Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya deagan auruf
kapital tanpa spasi antara huruf dan diakhirl dengan
tanda baca tittk dua ( ;) maka diletakkan di «ngah
marjin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

2)  Bagt Peraturan Daerah:

a) di alas kata MEMUTUSKAN, dicantumkar. frasa
Dengan persetujuan yang  diletikkan ¢ ngah
marjin Hura{  awal  kata “ persctujuan ™ litulis
denpan harul 7 p 7 kecil,



&

Menctapkan

2.

Wtang Tubuh

b) di bawah frasa persetujuan, dicanturikan frasa
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DA RAH
PROPINSI  BANTEN, yang ditulis selur ‘nnya
dengan huruf kapitdl dan diletakkan i tongah

HlﬂI'JIH.

Contoh:

Dcngan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TIATR i
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN -

NMonetapkan

a).

Kala menctapkan dicantumkan sesudah kata
MEMUTUSKAN yang discjajarkan ke bawah denpa kata
Menimbang dan Mengingat Huruf awal kata Menc.. okan
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri denpan inda
baca titik dua (1),

-Nama  yang  tercantum  dalam judul  perat ran

dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didei ului
dengan pencantuman jenis  peraturan parur ang-
undangan tanpa frasa PROPINSI BANTEN serta ¢:tulis
denpan huruf kapital dan diakhiri dengan tande bace titik

()
Contolh:
MEMUTUSKAN :
PERATURAN  DAERA  PROPINSI  BADMN EN
TENTANG.

Cbo b angr tubuh Peraturan Daerahh memuat semua substans: Pera’ iran

Dacrah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
(2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokk: v ke

dalam

1) Ketentuan Umum;
2)  Materi pokok yang diatur;

3)  Ketentuan Pidana (jika diperlukan),
4y Kcetentuan Peralihan (jika diperlukan);
5 Ketentuan Penutup.
A Datam pengelompokan  substansi sedapat mungkin dihvodari
adanya bentuk KETENTUAN LAIN-LAIN atau sejenisnye.
Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk ke dalam Hab-

bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri de ‘can

fudul yang sesuai.
j £
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Substansi yang berupa sanksi administrat.f alau sanksi Loper ataan

dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norm»y yang

niemberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan epabila

terjadi pelanggaran atas norma tersebut.

Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperc.ataan

terdapat pada lebih dari satu pasal, sanksi admin:stratif atau sanksi

keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (1 -asai)

tersebut. .

Dengan demikian hindari ramusan ketentuan sanksi yang sekaligus

memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi admini:tratif

dalam satu bab.

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabuten ijin,

pembubaran, pengawasan,  pemberhentian sementara, < enda

administratif, atau daya paksa pilisional.

Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.

a. Bab dibert nomor urut dengan angka Romawi dari jud:. bab
yang scluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

b, Kata bab scturuhnya ditulis dengan huruf kapital.

Cantoh :
DAD 1
ETENTUAN UMUM

2 Bapian dari nomor urut dengan bilangan tingkat vang o tulis
dengan huruf dan diberi judul.

b Tharuf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan setiap kate pada
judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali buru awal
pada partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contah .
Bagian Kelima

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kendaraon
Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal ...
o Paraprat dibert nomor urut dengan angka Arabdan o bon
juchud,
b Plornd awal dari kata paragral dan setiap kata judu. pargral

ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikal
yang tidal terletale pada awal vasa.

Contoh:
Paragraf ]
2

Ketua, Walkil Ketua dan Anggota Dewar

asal. ...

C 10 Pasal merupakan satuan  aturan dalam peraturan porund ing-

undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dolam o tu
iy
alimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.

¢
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14,

Materi Peraturvan Dacrah lebih baik dirumuskan dalam ban: ak
pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalam beberapa pasal
yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika ma!ari
yang menjadi isi pasal itu merupakan suatu rangkaian yang tiak
dapat dipisahkan.

2. a. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.

L. Fluruf awal kata kata pasal ditulis dengan hurut kapital.
¢. Huruf awal kata pasal yang digunakan scbagai acuan ditulis
dengan huruf kapital.

Contol;
Pasal 34

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah tidak
membebaskan dari kewajiban-kewajiban lainnya.

a. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.

b. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda haca
kurung tanpa diakhiri tanda baca titik ().

¢. Satu ayat hendaknya memuat satu norma yang dirumuskan
dalam satu kalimat utuh.

d. Furuf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis
dengan huruf kecil.

Contoh: :

Pasal 8

(1) Satu permintaan izin trayek hanya berlaku untuk sali izin
trayck.

(2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalar ayat
(1) pasal ini menyebutkan mengenai jalur trayek ante. kota
dalam Propinsi yang dituju.

(3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud «alam
ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Kept 'usan
Gubemur.

lika satu pasal atau ayat memuat perincian unsut, maka disn ping
dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula
dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentulk tabulosi.

Contoh :
Pasal 17
Yang dapat dibert izin trayek talah orang peroranpan ata badan

hukum yang berdomisili diwilayah Banten.

o pasal tersebat dapat febih mudah dipahami jika Jdircimaskan
cehagal bertkon

Pasal 17
Yong dapat dibert izan trayeke oreng perorangan afau Dadar awkum
\'f‘HR
;‘a tedaly etk surat ban vsaha,

b bordonmasil Jy Banten
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Dalany membuat rumusan pasal atau avat dengan ben' ik

abulast hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikii

[y setiap rvincian harus dapat dibaca sebagai satu raagks
Jkesatuan dengan frasa pembuka;

£) setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan dibri
tanda baca titik ();

3 sctiap frase dalam rincian diawali huruaf kecil,

1) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titil koma (;);

5) jika satu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih keall,
maka unsur tersebut dituliskan masulk kedalam;

0) di belakang rincian masih mempunyai mempunyaj rinc an
tebih lanjut diberi tanda titik dua (2);

7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecif} dicdis
dengan abjad kecil yang di ikuti dengan tanda baca titik (.);
abjad kecil dengan tanda baca kurur g tutup;

8) pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat ting. at.
Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbang-an
pemccahan pasal yang bersangkutan kedalam pesal 2 au
ayat lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkar selogai
rincian komulatif ditambahkan kata dan di belakang rir .an
kedua dari rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebaga. riician
alternatif, ditambahkan kata atau di belakang rincian kedua fari
rincian terakhir.

Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rinzian

komulatif dan alternatif, ditambal kan frasa cdan «tau
dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Kata dan, atau, dan atau tidak perlu diulangi pada alhir s:tiap
unsur atau rincian. Contoh:
a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan hurufa, b dan sete v nyva

a ;
b ; (Jdan atau)
Co

b, jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, riacian
itu ditandai denganangka T, 2 dan seterusnya.

(%)
A S(dan atau)
b
1. {dan, atau)
2.

¢ Jika suatu rincian lebilv lanjut memerlukan rincias yang
mendetail, rincian itu ditandai dengan a), by, dar seter snya.

(3)

A o (dan, atau)
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1. ; (dan, atau)

2.
a) ... (dan, arau)
b)

d. Jika suatu rincian vang mendetail memerlukan v nciar vang
lebih mendetail lag, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2),
dan scterusnya.

3 . ;

O (dan, atau)
b
1o (dan, ataw)
2
a) ....;(dan, atau)
b)

1) ..., (can, ata)
2)
retentuan Umum
a. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab ke satu. Jika calam
Peraturan Dacerah tidak ada pengelompokay BAB, keterituan
umum diletakkan dalam pasal {-pasal) pertan.a.
b Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasel.
c. Ketentuan Umum berisi :
1 @atasan pengertian atau definisi;
2) singkatan atau akronim yng digunakan dalam Peratur n;
3) hal-ha! lain yang bersifat lain yang berlaku bagi (- .asal)
berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan.

a. I'rasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan [Daerah
berbunyi sebagai berikut : Dalam Peraturan Daereh ini, yang
dimaksud dengan:

L. Trasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Peruu lang-
undangun dibawalh Peraturan Daerah disesuaikan denga « jenis
Peraturannya.

Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertiar, dc finisi,
singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing
uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab can diwwali
dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca Uitik (.}

Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum haryalah
kata atau istilah yang terdapat didalam pasal-pasal selanjutn’ 1.

~Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata

atau istilah itu diperfukan pengertiannya untuk satu bab, pagian
atau paragral lertentu, dianjurkan agar kata atau istilah “tu dibern
)

definisi pada pasal awal dari bah, bapian abhw peracrac yang

bersanglkutan
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Uritan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Urnum
mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

C.

Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempakan
lebilv dahulu dart yang berlingkup khusus.

Pengertian yang terdapat lebih dahulu didalam Materi Powok
yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu,
Pengertian yang mempunyar kaitan  dengan  pengertic © di
atasnya difetakan berdekatan secara berurutan.

Ketentuan Pidana.,

a.

D

d.

(.

Ketentuan Pidana memuat  rumusan  yang  menyatc kan
penpenaan pidana atas pelanggaran terhadap ketentvan yang
herist norma lavangan atau perintah.

Dalam merumuskan ketentuan lamanya pidana atau banya.nya

denda perlu dipertimbangkan  mengenai dampak  vang

ditimbulkan  baik  berupa keresahan masyarakat matpun

kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakux n.

Ketentuan pidana ditetapkan dalam bab tersendiri yaitu 3AB

KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesuai materi poxok

yang diatur sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab

ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sclelum GAB

KETENTUAN PENUTUP.

Jika didalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengalompckan

(bab per bab), kelentuan pidana ditempatkan dalam pasal vang

terletak langsung scbelum pasal-pasal yang berisi keler tuan

peralihan, ketentuan pidana diletakan sebelum pasal penutiip.

Pada dasarnya hanya Undang-undang dan Perafuran I'cerah

yang dapal memualt ketentuan pidana.

Jika  suatu  Undang-undang mendelegasikan  pengetiran

ancaman pidana kepada Peraturan yang lebih rendah, rerlu

diperhatikan bahwa :

1) Pendelegasian  tersebut hanya dapat  diberikan  keoada
Peraturan Pemerintah; dan

2) Undang-undang yang mendelegasikan pengaturan ter.ebut
harus menetapkan jenis serta maksimuir ancarman - dana
yang dapat dijatuhkan.

Ketentuart pidana harus menycbutkan secara tegas nama

larangan atau perintah yang dilanggar dan menyetut onsal (-

pasal) yang memuat norma tersebut.

Dengan demikian perlu dihindari

1) pengacuan kepada Ketentuan Pidana perundang-u.dang
lain;

?) pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum 1’ifang,
apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau "asur-
unsurnya; alau

3) penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atav -idak
terdapat didalam norma-norma yang diatur dalam vasal-
pasal sebelumnya.

g Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari

ketentuan pidana diramuskan dengan frasa setiap orang,.

10



Contoh :
’asal 81

Seliap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
izin - lrayek  milik orang  lain atau  badan  hukum lain
schagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daeral: ini,
dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan
scbanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Ketentuan  Pidana  hendaknya menyebutkan dengan tegas
kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana
pelanggaran atau kejahatan.

Contoh
BABV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

(1) Scliap orang yang melanggar ketentuan pasal ..., diptdana
dengan pidana kurungan paling lama ..., atau dengan
paling banyak Rp.oooooL 00.

(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam aya (1)
adalah pelanggaran.

Hindart penyebutan atau pengacuan dalam ketentuan picana

yang dapat membingungkan pemakai karena  menggunakan

pengertian yang tidak jelas apakah komulatif atau alternati

Contoh :

Seliap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimat.sud
dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana dengan pidana
kurungan paling fama 10 (sepuluh) bulan.

filkka suatu peraturan  perundang-undangan yang menuat
ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, lketentuan pidai wryva
harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal
I ayat (1) KUHAP yang menyalakan bahwa ketentuan prdana
tiddak boleh berlaku surut.

Contoh:

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundargkar
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali uituk
ketentuan pidananya

Ketentuan Pidana bagi tindak pidana pelanggaran terhadap
kegiatan bidang ckonomi dapat tidak diatur tersendiri dicdalam
Undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu
kepada  Undang-undang  yang  mengatur mengenai tindak
pidana ckonomi (misalnya Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun
1055 (entang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindal

Pidana Blkonomi).




[. Tindax Pidana dapat dilakukan oleh individu maupur.
korporasi, pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi dijatubkan kepada :

) Badan Hulum, Perseroan, Perserikatan atau Yayasan;

2) Mereka yang memberi perintalt melakukan tindal pidana
alau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan
perbuatan atau kelalaian, atau

3 Kedua-duanya.

" 23 Ketentuan Peralihan

a. Kelentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah
ada pada saat peraturan perundang-undangan baru rulai
berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat
boerjalan fancar dan tidak menimbulkan kegoncangan delam
masyarakat.

b. Kelentuan Peralihan  dimuat dalam  bab  KE ENTIIAN
PERALITIAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN
PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya
satu (1) pasal. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak
diadakan pengelompokan bab, pasal (-pasal) yang memuat
ketentuan peralihan ditempatkan sebeluin pasal (-pasal) vang
memual kete wtuan penatup.

24 Ketentuan Penutup.
a  Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika ticale
diada <an pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan
dalany pasal (-pasal) teralchir, '
L Pada umumnya  ketentuan penutup  memuat ketentuan
mengenai
1} Penunjukan  organ  atau  alat  perlengkapan  vang
melaksanakan peraturan perundang-undangan;

2y Pernyataan tidal:  berlaku, penarikan atau pencabutan
peraturan perundang-undangan yang telah ada;

V) Nama sing;kat- s dan

1) Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.
Jd Ketentuan  Penutup  Peraturan  Daerah  dapat  momuat
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifal
1) Monjalankan (eksekutif), misalnya  penunjukan  pejabal
tertentu yang, dibert kewenangan Jintuk
memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-latn.

21 Menpatur (legislatif), misalnya pendeleyjasian kewenangan
untuk membuat peraturan pelaksanaan,
¢ Bapi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuag
Letentuan neenpenai nama singkat (judul kulipan) congan
memperhatikan hai-hal scbagat berikut
) Nomor dan Tahun o pengeluaran - poeraturan v
Lersanglautan tidak perlu disebutkan;

2y Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, lccua,
ik singkatan atau akronim itu sudah sangat dikera dan
Lidak menimbulkan salah pengertian.




I) Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan mu. i
berlaku  pada  saat  peraturan  yang  bersargku. n
diundangkan atau divmumbkan. £

2) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berfakun a
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pa: a
saat diundangkan atau diumumkan, hal itu dinyatal .n
secara tegas didalam peraturan yang bersangkutan dengan

a) menentukan tanggal tertentu - saat peraturan ale
berlaku ;

1

contoh ;

Peraturan  Daerah ini mulai berlaku pada tangga,
Aprit 2000.

-

b) menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada
peraturan lain yang tingkatannya sama, jike vyai.g
diberlakukan itu kodilikasi, atau peraturan lain yang
lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah iri aken
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3) Hindari penggunaan rumusan “Peraturan Daerah 11
berlaku efektif atau ditetapkan pada tanggal ....".

Saat mulai  berlaku peraturan pelaksanaan tidak bolel

ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku perature

yang mendasarinya.

Jika suatu peraturan perundang-undangan tida : diperlukan

lapgi dan diganti dengan Peraturan Perundang-Undangan bar:

harus sccara tegas mencabut peraturan perundang-undang
vang tidak diperfukan itu.

I} Peratuvan Dacrah hanya dapat dicabut dengan Peraturin
Perundang-Undangan Daerah yang tingkatannya sama atau
lebih tinggi

7) Pencabutan  peraturan  dacral  denpan peraturan
perundang-andangan yang tingkatannya  lebihv tingg
dilekukan jika peraturan  perundang-undangan yang lebi.
unggi itu dimaksudkan untuk menghapus kembali seluru
atau scbagian materi peraturan daerah yang lebih rendd
yang dicabutitu.

Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dun

elah mulai berlaku, menppunakan frasa dinyatakan tda-

berlaku
Contohvc:

Mada saat Peraturan Daeraly int mulai berlaku, Peraturan Daer.
Momor . Tahun . tentang L (Lembaran Daerah Tahuan
Nomor . Seri ) dinvatakon tidak berlaku.

sm i Ay e
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. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diusdang an
tetapi belum mulai berlaku, gunakan (rasa dinyatakan ditavik
lcembali.

Contoh -

Pada saal Peraturan Dacral ini mulai berlaku, Peraturan Dae 1h
Nomor ... Tahun .. tentang . (Lembaran Dacan Tal
.. Nomor ... Seri ... ), dinyatakan ditarik kembali.
L Penghapusan Peraturan Daerah hendaknya  disertai pola
dengan penjelasan mengenal status déri. peraturan pelaksan an
atau keputusan yang lelah dikeluarkan berdasarkan peratean
vang dihapus,
Contoh

Pasal 45

Pada saatl Peraturan Daerah ini mulai berlaku, s mua Peratis an
Perundang-Undangan Daerah yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Dacrah Nomor .... Talwun
tentang ..... (Lembaran Daerah Nomor ....) dinyatakan ma- ih
tetap berlaku sepanjang tidal bertentangan dengan ketentvan
Peraturan Dazral ini,

D Penutup

{

]

Penutup Peraturan Dacrah memuat :

2. Rumusan perintah pengembangan dan penempatan Peratu'rn
Dacrah dalam Lembaran Daerah,

L. Penandatanganan penctapan Peraturan Daerah.

¢. Pengundangan atau pengumuman Peraturan Daerah,

d. Akhir bagian penutup. ¥

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah

dalam Lenmbaran Daerah Propinsi Banten berbunyi sebagai berikut .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan .
(jenis Pengaturan Perundang-Undangan Daerah) ... ini dengen
penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturar Daer: h
dalant Berita Daerah Propinsi Banten berbunyi sebagai berikut :

v
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkant Pengumum:n
....... (jenis Peraturan Perundang-Undangan Daerah) ... ini dengin
pencmpatannya dalam Lembaran Dacrah Propinsi Banten.
a. Pengundangan atau Pengumuman Peraturan Daerah memuat

1) tempat dan tanppal penpundangan atau pengumuman:

2y nama jabatan (yang berwenang  mengundangkarn ate

1n(‘ﬂg;mﬂumknn);

tandatangan; dan

nama fengkap pejabat vang, menandatangani, tanpa gelar den

pangkat.

C tempat tanggal pengundangan atau pengunueman Peraturan
Dacrah  diletakan  sebelah Kine o (dibawalhy penandatangan. .

pongesahian atau penetapan)

i<



¢ Nama jabatan dan Nama pejabat ditulis lenckap denecan ol
Lapital Pada akhir jabatan diberi tanda baca ()

J

Contol:

Divndangkan di

padta tanggal o

x
2

SEKRETARIS DAERAH PROPINST BANTEN

tandatangan

NAMA
5o Pada akhur bagian penutup  dicantumkan Lembaran Deorah
beserta Tahun dan Nomor dari Lembaran Dacra®™ Pro~inei
Banton
Lo Penalisan frosa Lombaran Dacrah Propinsi Bantea cyulis
seluruhnva dengan huruf kapital,

("

ontoh:

Untuk Peraturan Dacraly, Keputusan Gubernur (vasn bosofar
mengatar)

LEMUBARAN DALRAH PROPINSI BANTEN
LAMIANG DALRATL
NOMOR ... TAHUN ....5ERI ... ...
PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN GUBERNUR

Peraturan Dacrah dan Keputusan  Gubernur  yang  ber -ifat
mengalur diundangkan berdasarkan ketentuan vasal 72 aye. (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan mienempatkar nya
dalam Lembaran Daerah.

[ FIAL-TTAL KIUSUS
A Penjelasan

Loao bSetap Peraturan Daerah memerlukan penjelasan;

v Peraturan - Perundang-undangan  Daerah  dibawah  Perativran
Dacrah dapat memuat Penjelasan, jika diperlukan.

2. Pada dasarnya rumusan penjelasan Peraturan Daerah tdak acpat
dijadikan sebagi sandaran dari materi pokok yang diatur dalam ba' ng
tubule Karena penyusunan rumusan norma dalam batang harus © las
dan tdak menmmbulkan keragu-raguan.

Ao Penjelasan tidak dapal digunakan scbagai dasar hukum untuk men'! uat
peraturan lebih lanjut. Karena itu hindari membuat rumusan nerna
didalanm bagian penjelasan. .

1. Penjelasan berfungsi sebagal tafsiran resmi atas matert tertentu

5 Naskah  penjefasan disusun bersama-sama  dengan peryusuan
Rarcangan Peraturan Dacrah yang bersangkutan.

O
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|l .. . N H
fadul Penjelosan sann denpan judul peraturan perondane.n s

Procrabvyane bersang kutan
Contoh
PENTTLASAT
NTAS

PERATURAN DABERATE PROPINGE BPANT N
NONOR - TATTURN

TENTANG

concbvean Poratinan Dacrah el penjelasan v dan popgela oy
‘

pacaldemi pasal
Kincran Tenjelasan Unmam dan Pempelvsan Pasal demi Dasa oy
vy Boorod! Romawetdan ditadis selaraling o de

[P

an hural Faps 1o
Conoh

] P LT
o PASATL DENMEPASALL

O Tenpelasan Uhimo memual araian sistomy G mengeral Iniar bl
ponnilan maksad dan tajuan penyusonan Peraturan Daceab
oo Bagnan vapin dart Penjelasan U dapat diberi nomor dee

arp b Aral jika hal ind Tebilmemberiben penjetasan,

|
i
i

Py erneboran
Pemabacn wilavah

CoWlyal Penvelengearaan Peareritobian

VOl ol Adasha b

Pengelasan

1 .

ke aalame Penjelasan Umuame dithwat penunjukan fa poratirm
perundang-undanpgan lain atau dolcumen Tain, hendaknya penmu’on
i dilengkapi denpan kelerangan mengenai sumbernya.

LE Dalany menyusun Penjelasan Pasal denmi Pasal pertu diperhatiban @ oar
penjelacmiia
oo tidalke bertentangan dengan matert pokok yvang diatur dalam bat. g,
tuhuh;

B Lidalo mempertuas atau menmabah normasnornma ang ada deson
Datang tubaly,

‘ Ficha

Dot bbb,

cmclakulan pengatfanpan atas matert pokole yang diatun datim




o Tidak mengulangt uraian kata, istilah, atau pengertian yang tlelah
cimuat di dalam Ketentuan Umum.

Sctiap Pasal, ayat, atau butir yang berurutan yang tidak rreme. ukan

ponjelasan maka ditulis cukup jelas.
Lontoh

{fasal
Culaup jelas
avat (1

Cubp jelas

GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR



